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ABSTRAK

Selama kuartal I tahun 2008 Ditjen P2SDKP Departemen Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 130 kapal penangkap ikan asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing) di perairan Indonesia. Jumlah kerugian Negara yang bisa diselamatkan mencapai Rp. 322,41 miliar. Intensitas kegiatan penangkapan ikan secara illegal sangat tinggi dalam beberapa bulan ini. Kedatangan kapal asing terjadi secara besar-besaran karena stok ikan di negara lain sudah mulai berkurang. Salah satunya daerah yang berpotensi untuk dilakukannya kegiatan penangkapan ikan tanpa izin  tersebut yaitu Wilayah Pantai Barat Sumatera yang berhadapan dengan laut lepas dan berbatasan langsung dengan Kawasan Samudera Hindia yang sudah lama menjadi salah satu incaran utama dari kapal-kapal penangkap ikan asing. Secara geografis ada tiga daerah yang langsung berada di wilayah Pantai Barat Sumatera yang mempunyai arti strategis yaitu Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara. Khusus dipilih salah satunya Propinsi Sumatera Utara disebabkan di daerah inilah terdapat Pengadilan Perikanan untuk Wilayah Sumatera. Dengan kondisi geografis tersebut maka rentan sekali untuk dimasuki oleh kapal-kapal penangkap ikan asing. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah melakukan pemetaan kegiatan illegal fishing oleh kapal-kapal penangkap ikan asing di Wilayah Pantai Barat Sumatera  dan  bagaimanakah bentuk suatu model yang aplikatif terkait dengan upaya penanggulangan kegiatan illegal fishing tersebut. 

Tujuan penelitian ini dalam jangka panjang adalah dapat terpetakan masalah-masalah terkait dengan kegiatan illegal fishing dan model penanggulangan kegiatan illegal fishing oleh kapal-kapal nelayan asing di Wilayah Pantai Barat Sumatera. Secara khusus penelitian ini bertujuan melahirkan naskah akademis yang applikatif dalam dalam upaya menjaga potensi sumber daya perikanan di Wilayah Pantai Barat Sumatera sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat khususnya para nelayan kecil yang rata-rata hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu naiknya pendapatan nelayan akan membantu pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tiga tahapan yang merupakan satu kesatuan. Setiap tahapan berlangsung selama satu tahun dengan teknik pengumpulan data dengan cara :1). Studi Pustaka, 2). Observasi,  3). Kuesioner, dan 4). Wawancara mendalam (indepth interview). Tahap pertama menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis dengan melakukan pemetaan dan identifikasi subjek penelitian. Tahap kedua selain mengunakan kedua metode penelitian tersebut di atas juga diikuti dengan pembuatan sebuah model dalam upaya penanggulangan kegiatan illegal fishing. Tahap terakhir berupa sosialisasi pemetaan dan model ke berbagai instansi terkait lainnya. 

Pendahuluan

Wilayah Pantai Barat Sumatera merupakan wilayah laut yang strategis karena langsung berhadapan dengan laut lepas yaitu Samudera Hindia. Kapal-kapal penangkap ikan asing dari laut lepas bisa langsung masuk dan melakukan penangkapan di wilayah pantai tersebut serta secara cepat dan langsung melarikan diri ketika tertangkap dan dikejar oleh patroli Angkatan Laut Indonesia. Akhir-akhir ini, intensitas kegiatan penangkapan ikan di sekitar Wilayah Pantai Barat Sumatera semakin meningkat seiring dengan semakin sedikitnya jumlah ikan di wilayah laut negara lain. Hal ini mendorong banyak kapal-kapal penangkap ikan negara lain mencari wilayah penangkapan baru. Salah satunyanya di Wilayah Pantai Barat Sumatera yang merupakan potensi perikanannya masih cukup besar. Kegiatan Illegal fishing tersebut tentu saja merugikan bagi negara karena potensi perikanan Indonesia menjadi semakin berkurang

Dari data yang dikeluarkan oleh Departemen Perikanan dan Kelautan, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga USD 2 miliar atau sekitar Rp19 triliun per tahun akibat tindakan penangkapan ikan tanpa izin (illegal fishing). Dengan kata lain, 22 % produksi illegal fishing di seluruh dunia berasal dari Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.500 pulau. Secara geografis, hampir 70 % (5,8 juta km persegi) wilayah Indonesia merupakan perairan dengan potensi kekayaan laut yang sangat potensial. Masih menurut data Departemen Perikanan dan Kelautan bahwa sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Namun akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya illegal fishing. Adapun, daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Pantai Barat Sumatera (Samudera Hindia) ( http://www.dkp.go.id diakses tgl 12 Mei 2008).

Pada umumnya potensi perikanan yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai berada dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) karena lingkungan pantai atau laut pada wilayah ini suhu dan iklimnya cocok untuk tempat ikan berkembang. Berdasarkan Pasal 55 Bab V Konvensi Hukum Laut tentang Zona Ekonomi Eksklusif menyatakan : 

"The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.“

Berdasarkan penelitian yang pernah diadakan oleh M. Jhon, Ferdi dan Delfiyanti (2006) yaitu Perlindungan atas Illegal Fishing Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) dalam ZEEI di Samudera Hindia maka khusus untuk wilayah Samudera Hindia, jenis ikan yang sering diincar dan ditangkap adalah jenis ikan tuna khususnya Tuna Sirup Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna/SBT). Ikan Tuna adalah jenis ikan yang senang melanglang buana. Penyebaran Tuna Sirup Biru Selatan/SBT di Samudera Hindia di mulai dari khatulistiwa sampai ke Kutub Selatan. 

Undang-Undang No. 31 tahun 2004  Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Perikanan adalah: 

"semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.“ 

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Berkaitan dengan penangkapan ikan maka berdasarkan Undang-Undang pada Pasal 1 ayat 5 ini pengertian  penangkapan ikan adalah : 

"Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya”.
Pada masa pemerintah Hindia Belanda menjajah Indonesia telah dikeluarkan peraturan tentang laut yaitu “Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie” tahun 1939, Staatsblad No.442. Menurut peraturan kolonial ini lebar laut teritorial Indonesia ditetapkan sejauh 3 mil dan tiap-tiap pulau mempunyai lebar laut masing-masing. Keadaan demikian berjalan kurang lebih 12 tahun lamanya sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Ini berarti bahwa negara Indonesia tidak melaksanakan kedaulatan secara bulat dan penuh terhadap pulau dan laut diantaranya. Keadaan tersebut berakhir dengan adanya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa seluruh kepulauan Indonesia dianggap merupakan satu kesatuan dan laut antara pulau Indonesia dianggap sebagai perairan pedalaman (Syahmin, A.K : 1988). 

Dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957, ukuran laut teritorial Indonesia berubah dari 3 mil menjadi 12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia (sesuai dengan Pasal 3 UNCLOS 1982). Deklarasi ini juga memperkenalkan konsep wawasan nusantara dimana wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada tanggal 18 Februari 1960, setelah mengalami penundaan atau masa tunggu lebih dari dua tahun, pengaturan perairan Indonesia yang telah ditetapkan dasar-dasarnya dalam  Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi undang-undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu Undand-undang No. 4 Prp tahun 1960.

Pada saat disahkannya Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 maka Indonesia termasuk sebagai salah satu peserta Konvensi yang menerimanya. Konvensi ini memerlukan ratifikasi untuk diberlakukan di Indonesia. Dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa ke III (UNCLOS Tahun 1982), telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, yang mengharuskan Indonesia untuk melakukan berbagai penentuan dan pengaturan serta penataan batas laut negara (batas laut teritorial, batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif). Sebagai implementasi UNCLOS 1982, diterbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Titik Dasar dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna dan terakhir Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.  Sedangkan berlakunya Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia membuat Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 tidak dipakai lagi .

Pada umumnya, jenis ikan yang terdapat di ZEE Indonesia terutama pada kawasan Samudera Hindia adalah ikan tuna yang banyak dicari dan ditangkap. Tuna adalah salah satu jenis ikan bertulang paling popluler di dunia dan baik untuk tangkapan komersial. Ikan ini memiliki kemampuan renang tercepat di dunia sehingga memungkinkan mereka dengan cepat mengejar mangsa di dalam air. Ukuran dan kecepatan jenis ikan pelagis ini menjadikan tuna mampu beradaptasi dan dijuluki sebagai pengembara. Bentuk tubuh kerucut dan meramping memungkinkan ikan ini mampu memaksimalkan efisiensi dalam berenang. Pola hidup yang berpindah-pindah (bermigrasi) dalam cakupan radius yang lebar/luas. Tuna dapat ditemukan di seluruh dunia di (dalam) laut sub tropis dan tropis, secara rutin ikan-ikan ini bermigrasi pada waktu tertentu ke dalam perairan hangat kemudian kembali ke Samudera Hindia, Samudera Atlantik, Lautan Pasifik atau ke Laut Mediterania.

Indonesia juga merupakan salah satu peserta Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dan telah meratifikasi konvensi dengan mengeluarkan peraturan khusus melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pada Bab II Pasal 2 dalam Undang-undang No. 5 tahun 1983 tersebut mengemukakan bahwa :

" Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.“

Di dalam wilayah laut ZEE Indonesia yang berada di Kawasan Samudera Hindia (dekat Kabupaten Kepulauan Mentawai) merupakan wilayah yang potensial terhadap penangkapan ikan tuna. Tuna adalah salah satu jenis ikan bertulang paling popluler di dunia dan baik untuk tangkapan komersial. Ikan ini memiliki kemampuan renang tercepat di dunia sehingga memungkinkan mereka dengan cepat mengejar mangsa di dalam air. Ukuran dan kecepatan jenis ikan pelagis ini menjadikan tuna mampu beradaptasi dan dijuluki sebagai pengembara. Bentuk tubuh kerucut dan meramping memungkinkan ikan ini mampu memaksimalkan efisiensi dalam berenang. Pola hidup yang berpindah-pindah (bermigrasi) dalam cakupan radius yang lebar/luas. Tuna dapat ditemukan di seluruh dunia di (dalam) laut sub tropis dan tropis, secara rutin ikan-ikan ini bermigrasi pada waktu tertentu ke dalam perairan hangat kemudian kembali ke Samudera Hindia, Samudera Atlantik, Lautan Pasifik atau ke Laut Mediterania (Majalah Warta Pasar Ikan : Mei 2005).
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Skema . Kerangka Pemikiran Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan  dengan tiga tahapan kegiatan yaitu :

Peluang bagi pengusaha yang ingin berinvestasi untuk menggarap sektor perikanan laut sangat terbuka sebab nelayan tradisional tak mungkin mampu membeli satu pukat cincin yang harganya berkisar Rp 2 miliar.Adanya investor baru, maka akan banyak tenaga kerja yang bakal diserap. Dengan demikian, masalah pengangguran dan kemiskinan bisa sebagian tertanggulangi. Saat ini tenaga kerja yang terlibat langsung dalam produksi tercatat sebanyak 125.657 orang, atau 2,8 persen dari total penduduk Sumbar. Itu belum termasuk tenaga yang bekerja di sektor hulu maupun hilir, seperti galangan kapal atau perahu, pembenih ikan maupun pedagang. 

Bagi Sumatera Barat, pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), awal Oktober 2005, mereka justru seperti mendapat berkah. Terbukti, sejumlah pengusaha bidang perikanan laut kini melirik potensi yang ada di Sumbar. Tidak saja potensi ikan berkualitas ekspor, tetapi juga kemudahan fasilitas lain yang memungkinkan pengusaha bisa beroperasi secara lebih efisien. Daerah operasi penangkapan dengan tempat pendaratan ikan relatif dekat. Begitu juga dengan Bandara Internasional Minangkabau untuk fasilitas tujuan ekspor. Berusaha di perairan Sumatera Barat sekitar wilayah Padang tidak hanya hemat BBM, tetapi juga hemat biaya lainnya.
Kesimpulan

 
Wilayah Sumatera Barat yang berada sekitar pantai dan letaknya yang strategis yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia (melalui Kepulauan Mentawai) merupakan daerah penghasil ikan tuna. Ikan Tuna merupakan salah satu komoditi ekspor ikan yang mempunyai nilai jual tinggi dan diminati oleh banyak negara. Terkait dengan kajian inventarisasi dan potensi penangkapan tuna di Sumatera Barat maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai ekspor tuna dari wilayah Sumatera Barat masih relatif masih sedikit padahal pangsa pasar tuna di luar negeri cukup luas dengan permintaan yang besar dari Jepang, Amerika dan Negara-negara Uni Eropa. Produksi dan penangkapan ikan tuna masih punya potensi untuk dikembangkan (masih ada lebih kurang 60 % yang belum termanfaatkan). Oleh karena itu investasi tuna di Sumatera Barat cukup layak dengan melihat potensi penangkapan ikan tuna di Pelabuhan Samudera Bungus yang merupakan sentral tuna di Sumatera Barat.

2. Terkait dengan peluang maka informasi dan data base juga mempunyai arti penting dengan digunakannya metode inderaja untuk mengetahui keberadaan ikan tuna. Selama ini salah satu penyebab nelayan-nelayan kecil (tradisional) Sumatera Barat kurang mau melakukan penangkapan tuna disebabkan mereka kurang informasi di wilayah laut mana yang strategis mereka melakukan penangkapan ikan tuna. Disamping itu, pembiayaan sarana kapal-kapal penangkap tuna dan alat penangkap tuna yang biayanya relatif cukup mahal (kisaran diatas Rp.100 juta) merupakan salah satu faktor yang sulitnya melakukan penangkapan ikan tuna dalam jumlah yang besar.

3.   Dengan  adanya  peluang   dan   potensi  ekonomi   bagi nelayan dan pemilik modal maka perlu bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi dalam bentuk pola kemitraan dengan dituangkan dalam bentuk ikatan kerjasama. Dalam hal ini nelayan menyediakan kapal tonda dan modidfikasi kapal dan peralatan pendukung lainnya dimodali oleh pemilik modal (investor) serta siap menampung dan memasarkan hasil tangkapan ikan tuna dari nelayan.

Rekomendasi 

Dalam rangka investasi terhadap penangkapan tuna yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di wilayah Sumatera Barat maka diperlukan upaya-upaya yang terarah dan terpadu diantaranya adalah :

1.  Perlunya melakukan kerjasama antara investor atau pengusaha bidang perikanan dengan nelayan-nelayan kecil yang berada di tepi pantai wilayah Sumatera Barat misalnya dengan sistem kemitraan dan nelayan sebagai nelayan inti dengan pola pemberian presentasi atas hasil penangkapan ikan tuna sebesar 25 %. Dimana investor atau pengusaha memberikan modal modifikasi kapal penangkap tuna (Kapal Vessel of Long Line, Vessel of Purse Seine, Vessel of Shrimp Purse Seine dan Vessel of Fisheries Purse Seine) karena nelayan-nelayan kecil yang ada memiliki keterbatasan dalam sarana penangkapan dan pengangkutan ikan tuna. Apalagi ikan ini tergolong dalam jenis ikan besar yang membutuhkan sarana dan alat penangkapan khusus.  

2. Mengoptimalkan Bandar Udara Internasional Minangkabau sebagai sarana udara untuk pengiriman ekspor ikan tuna ke luar negeri (BIM) dan juga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus. PPS Bungus adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang juga tempat pelelangan ikan tuna (sentral tuna) di wilayah Sumatera Barat. 

3. Dengan adanya produksi ikan tuna yang akan meningkat maka perlunya pembuatan “dry ice” (suatu tempat pembekuan tuna yang sudah ditangkap agar tidak cepat rusak dan busuk) yang mempunyai kapasitas besar agar tuna yang telah ditangkap ketika dikirimkan (ekspor) ke luar negeri masih bagus mutunya sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi di pasaran dan memberikan untung bagi nelayan.

4.  Perlu adanya kajian lebih mendalam perhitungan jumlah dan kapasitas dibandingkan dengan potensi tangkapan (standing stock) yang bertujuan untuk mengetahui jumlah kapal dan jumlah tangkapan yang diperolehkan, menetapkan ukuran utama, kapasitas ruang muat, serta menentukan besarnya investasi pengadaan kapal

5.  Dengan  potensi   ikan-ikan  palagis  yang   belum  tergarap  perlu  pula

dibuat kajian dan penelitian profil kelayakan investasi pabrik pengalengan ikan pelagis terutama ikan tuna, sehingga pemerintahan daerah dapat meningkatkan PAD dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya Kota Padang  

6. Perlunya diberikan informasi terkait dengan wilayah laut yang mana berpotensi untuk penangkapan tuna. Dalam hal ini secara teratur pemerintah daerah bekerjasama dengan instansi terkait turun ke lapangan memberikan penyuluhan maupun sosialisasi sehingga nelayan yang turun ke laut  mendapatkan hasil penangkapan yang optimal.

7. Perlunya administrasi yang cepat dan efisien serta  biaya yang murah bagi investor yang ingin menanamkam modal dalam usaha perikanan,  penangkapan tuna dan pengurusan izin (SIUP/SIPI) sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan investasi di bidang ini.
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